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ABSTRAK 

 

Mutia Indriyani (2021): Strategi Pemerintah desa dalam Membangun 

Perekonomian Masyarakat di Kampung Jatibaru 

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Ditinjau 

Menurut Ekonomi Syariah.  
 

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui sejauh mana strategi 

pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung 

Jatibaru. Mengenai pembangunan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan kemiskinan, persoalan yang terkait dengan peningkatan produksi sektor 

pertanian, persoalan infrastruktur dalam sektor non pertanian dan persoalan 

tentang program pemerintah yang masih belum lancar sebagai objek dari 

pembangunan itu sendiri. Pembangunan itu diartikan sebagai suatu proses 

perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial 

secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi. Sehingga 

disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial 

ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru, Bagaimana strategi pemerintah desa 

dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru, Dan 

Bangaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi pemerintah desa dalam 

membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru. 

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif, dilakukan di Kantor Pemerintahan 

Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah 11 orang Kepala desa dan aparatur desa dan 

4 orang masyarakat desa jatibaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik penulisan dengan 

menggunakan teknik induktif, deduktif, dan deskriptif. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh 

pemerintah Kampung Jatibaru dalam upaya menigkatkan perekonomian 

masyarakat ialah melalui Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan 

Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung. Strategi yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru sehingga masyarakat Kampung 

Jatibaru dapat menjadi masyrakat yang mandiri secara ekonomi.  

Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi petumbuhan ekonomi, diantaranya: sumberdaya yang dapat 

dikelola (invistible resources); Sumberdaya manusia (human resources); 

Wirausaha (entrepreneurship); dan Teknologi (technology). Hal ini sesuai dengan 

strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Jatibaru dalam upaya 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 
 

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan Ekonomi dan 

Ekonomi Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia ialah Negara maritim yang mempunyai sumber daya alam 

serta sumber daya manusia yang sangat melimpah, kekayaan alam Indonesia 

sepatutnya telah bisa menanggulangi kemiskinan, namun minimnya 

kemampuan serta pemberdayaan terhadap masyarakat membuat pengelolaan 

sumber daya alam tidak berperan dengan semestinya sehingga perkembangan 

ekonomi masyarakat tidak normal.  

Indonesia salah satu Negara berkembang dengan tingkatan kemiskinan 

yang sangat tinggi, upaya yang dijalani pemerintah dalam meningkatkan 

perekonomian melalui pemerintah desa selaku pemerintahan yang terendah, 

hingga peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 

sangat berarti untuk mendukung kehidupan.  

Pemerintah desa ialah unit terbawah yang mempunyai lembaga secara 

langsung melayani masyarakat yang di tuntut untuk membagikan pelayanan 

public yang di butuhkan oleh masyarakat, profesional di dalam membagikan 

bermacam pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat. Kepala desa selaku 

aparat pemerintah sebagai abdi Negara serta masyarakat, untuk membagikan 

pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.
1
 

Bicara mengenai pembangunan ekonomi masyarakat tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan kemiskinan, persoalan yang terkait dengan 

                                                             
1

 Rian Kandra, “Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara”, (disertasi: 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 1. 
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peningkatan produksi sektor pertanian, persoalan infrastruktur dalam sektor 

non pertanian dan persoalan tentang program pemerintah yang masih belum 

lancar sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan itu diartikan 

sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat 

atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik 

atau manusiawi. 

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang subur akan kekayaan 

alamnya yang melimpah. Namun sebagian besar rakyat Indonesia masih 

banyak yang masuk dalam kategori kurang mampu atau miskin. Kemiskinan 

merupakan cerminan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut pendapat Hendra 

Esmara mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

menurut standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

1. Kemiskinan absolut yaitu jika pendapatan berada dibawah garis kemiskinan 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan 

hidup minimal: pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 

2. Relatif miskin yaitu seseorang yang sebenarnya hidup di atas garis 

kemiskinan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 

3. Kemiskinan kultural erat kaitannya dengan sikap seseorang atau 

sekelompok orang yang tidak mau berusaha memperbaiki kehidupannya 

meskipun ada upaya pihak lain untuk membantu.
2
 

                                                             
2

 Suparyanto, “Teori Kemiskinan”, artikel dari http://dr-

suparyanto.blogspot.com/2013/09/teori-kemiskinan.html?m=1. Diakses pada 23 oktober 2021. 

http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/09/teori-kemiskinan.html?m=1
http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/09/teori-kemiskinan.html?m=1
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Berikut sekilas tentang darurat kemiskinan yang terjadi di kabupaten 

Siak menurut bapak Khairunas, S.E selaku Kepala BPS Kabupaten Siak 

mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2019 mencapai 24.490 jiwa 

dan tahun 2020 mencapai 25.380 jiwa.
3
  Supaya jelas penulis menyediakan  

tabel berikut ini: 

Tabel I.1 

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Siak Tahun 2019 dan 2020 

Tahun Jumlah Penduduk 

Keseluruhan 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

Persentase 

2019 489.990 24.490 5 

2020 457.940 25.380 6 

Sumber: data olahan catatan kependudukan Kabupaten Siak Tahun 2019 dan 

2020 
 

Tabel I.1 di atas menunjukkan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten 

Siak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk miskin 

tahun 2020 lebih dominan yaitu sebanyak 25.380 jiwa (6%) di bandingkan 

jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yaitu sebanyak 24.490 jiwa (5%). 

Menurut bapak Amin Soimin selaku Kepala Camat Bungaraya 

menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bungaraya tahun 2019 

mencapai 7.285 jiwa dan tahun 2020 mencapai 2.786 jiwa.
4
 Supaya jelas 

penulis menyediakan tabel berikut ini: 

Tabel I.2 

Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Bungaraya Tahun 2019 dan 2020 

Tahun Jumlah Penduduk 

Keseluruhan 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

Persentase 

2019 25.119 7.285 29 

2020 26.777 2.786 10 

Sumber: data olahan catatan kependudukan Kecamatan Bungaraya Tahun 

2019 dan 2020  

                                                             
3
 Khairunnas, Kepala BPS Kabupaten Siak, Wawancara,Siak, 27 juli 2021. 

4
 Amin Soimin, Kepala camat Bungaraya , Wawancara, Bungaraya, 28 juli 2021. 
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Tabel I.2 di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan 

Bungaraya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk 

miskin tahun 2019 lebih dominan yaitu sebanyak 7.285 jiwa (29%) 

dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2020 yaitu sebanyak 2.786 jiwa 

(10%). 

Menurut bapak Ahmad Jainuri selaku Kepala Desa Jatibaru 

menyebutkan jumlah penduduk warga miskin di Kampung Jatibaru pada tahun 

2019 mencapai 1015 jiwa dan tahun 2020 mencapai 992 jiwa.
5
 Supaya jelas 

penulis menyediakan tabel berikut ini: 

Tabel I.3 

Jumlah Penduduk Miskin di Kampung Jatibaru Tahun 2019 dan 2020 

Tahun Jumlah Penduduk 

Keseluruhan 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

Persentase 

2019 4006 1015 25 

2020 4037 992 25 

Sumber: data olahan catatan kependudukan Kampung Jatibaru Tahun 2019 

dan 2020 
 

Tabel I.2 di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kampung 

Jatibaru. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk miskin 

tahun 2019 lebih dominan yaitu sebanyak 1015 jiwa (25%) dibandingkan 

jumlah penduduk miskin tahun 2020 yaitu sebanyak 992 jiwa (25%). 

Kesimpulan dari tabel I.1 bahwa tingkat persentase kemiskinan di 

Kabupaten Siak terjadi kenaikan. Artinya ekonomi di Kabupaten Siak sedang 

menurun atau melemah karna terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan ditahun 

2020. Sedangkan untuk kesimpulan dari tabel I.2 tingkat persentase 

kemiskinan di Kecamatan Bungaraya dan tabel I.3 tingkat persentase 

                                                             
5
 Ahmad Jainuri, Kepala Desa Jati Baru, Wawancara, Jatibaru, 5 Agustus 2021. 
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kemiskinan di Kampung Jatibaru terjadi penurunan, maka bisa diartikan 

ekonomi di Kecamatan Bungaraya dan Kampung Jatibaru ini cukup baik. 

Pengukuran kreteria garis kemiskinan di Indonesia diukur dari kemiskinan 

absolut. Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang disebabkan dari faktor 

internal penduduk sendiri.  

Persoalan yang selanjutnya itu dari peningkatan produksi sektor 

pertanian. Dimana masyarakat Kampung Jatibaru ini ada menghadapi masalah 

yang terkait di dalam sektor pertanian. Untuk memudahkan pembaca penulis 

menyediakan tabel sebagai berikut: 

Tabel I.4 

Masalah di Sektor Pertanian 

No Jenis Mata 

Pencaharian 

Masalah 

1 Petani Hama, pemasaran sulit, dan pengairan kurang 

optimal 

2 Buruh Tani Upah dibawah UMR, pendapatan kadang naik dan 

kadang turun 

3 Pekebun Sawit Pupuk mahal, kurang perawatan 

4 Buruh Sawit Upah tidak sebanding dengan berat pekerjaan, 

pelayanan kesehatan tidak maksimal, tidak semua 

difasilitasi 

5 Pekebun Pinang Harga pinang sangat murah, alat perontok pinang 

belum ada 

6 Pekebun Pisang Keterbatasan produksi pisang, harga pisang 

rendah 

7 Pekebun Nanas Tidak di budidayakan, minimnya penjualan nanas 

8 Pekebun Kelapa Harga kopra tidak stabil, gangguan perkembangan 

kelapa, hama 

     Sumber: profil Kampung Jatibaru tahun 2020 

Adapun faktor yang berpengaruh dalam bidang ekonomi di desa 

yaitu 8 tokoh adalah orang yang mempunyai kemampuan finansial di atas rata-

rata warga desa. Mereka adalah orang-orang yang menguasai sumber-sumber 

ekonomi di desa (misalnya: penguasaan tanah, penguasaan rantai pasar, 
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penguasaan bibit, rentenir, pemilik penggilingan padi, pemilik pemotongan 

kayu, mempunyai beberapa tempat usaha, industri rumah tangga dan lain-

lain).
6
  

Adapun persoalan infrastruktur disini bahwa masyarakat di Kampung 

Jatibaru ini terkendala dari sektor non pertanian seperti sarana dan prasarana 

yang ada di Kampung Jatibaru ini terbatas contohnya dari jasa kesehatan dan 

jasa pendidikan. Di Kampung Jatibaru ini juga terkendala masalah infrastruktur 

pembangunan jalan raya, bangunan-bangunan fisik dan balai dusun. 

Pemerintah dituntut untuk menghargai hak-hak masyarakat yaitu hak untuk 

menentukan sendiri, untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat serta hak 

untuk memperoleh kesempatan yang sama berkembang sesuai dengan potensi-

potensi yang masyarakat miliki. Pengembangan ekonomi masyarakat bukan 

hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu 

dilaksanakan oleh pemerintah desa. Apabila hanya dibebankan kepada 

pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan 

merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana serta 

sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan 

daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk 

menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan 

menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin.  

Peran pemerintah desa di Kampung Jatibaru ini berperan dalam 

pembangunan dimana peran pembangunan ini adalah tugas pemerintah untuk 

                                                             
6
 Profil Kampung Jatibaru, tahun 2020, h. 9-12 
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melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan SDM, 

pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dengan kata lain pemerintah desa 

adalah eksekutor pembangunan yaitu pemerintah sebagai upaya untuk 

mentransformasikan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih 

produktif, jadi pemerintah harus mempunyai arah dan tujuan serta kebijakan 

pembangunan yang jelas. Dan berperan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, baik kesejahteraan secara material maupun spiritual. Pemerintah 

desa berupaya untuk meminimalisir angka kemiskinan.
7
 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang perkembangan perekonomian di Kampung 

Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan mengangkat judul 

“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG JATIBARU 

KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU 

MENURUT EKONOMI SYARIAH”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan 

yang diharapkan maka penulis membatasi permasalahan yaitu dengan 

menganalisis data-data yang terkait Strategi Pemerintah desa dalam 

Membangun Perekonomian Masyarakat di Kampung Jatibaru Kecamatan 

Bungaraya Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. 

                                                             
7
 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017), Edisi 1, h. 108-110. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru? 

2. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam membangun perekonomian 

masyarakat di Kampung Jatibaru? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi pemerintah desa 

dalam membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang 

harus dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di Kampung Jatibaru. 

b. Untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam membangun 

perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap strategi 

pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat di 

Kampung Jatibaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman langsung tentang strategi pemerintah dalam membangun 

perekonomian masyarakat. 
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b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang ekonomi 

yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian masyarakat. 

c. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan atau 

referensi untuk penelitian lebih lanjut serta sumbangan kepada 

perpustakaan UIN Suska Riau. 

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam 

menetapkan kebijakan dalam mengoptimalkan pembangunan 

perekonomian masyarakat sehingga lebih meningkat. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarah serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka 

penulis akan memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, strategi, 

pemerintah desa, pembangunan ekonomi dan ekonomi syariah. 
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BAB III:  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa 

data dan metode penulisan. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini pada bagian awal menjelaskan tentang gambaran umum 

Kampung Jatibaru, kemudian menjelaskan tentang Hasil dari 

Penelitian dan Pembahasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat di 

Kampung Jatibaru, strategi pemerintah desa dalam membangun 

perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru, dan tinjauan 

ekonomi syariah terhadap strategi pemerintah desa dalam 

membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru. 

BAB V:  PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan studi yang telah 

dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan 

yang telah dibahas sebelumnya dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka disajikan beberapa 

kajian atau penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu 

mengenai topik penulis dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(tahun) 
Judul 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Mahadin 

Shaleh dan 

Muhammad 

Hafid 

Fadillah  

(2020) 

Strategi 

Pemerintah 

Dalam Upaya 

Meningkatkan 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat Di 

Kecamatan 

Bara Kota 

Palopo 

Field research 

dan library 

research dengan 

cara Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

dalam membangun 

perekonomian 

masyarakat yang ada di 

kecamatan bara dengan 

melihat adanya upaya 

yang dilakukan 

pemerintah untuk 

meningkatkan potensi 

bagi setiap masyarakat 

sangatlah memberikan 

respon positif, adanya 

strategi yang dilakukan 

pemerintah melalui 

bantuan usaha sangat 

terbukti bahwa usaha 

tersebut mampu untuk 

menambah tingkat 

pendapatan bagi 

masyarakat, dan adanya 

peningkatan usaha dalam 

memberdayakan 

masyarakat sangat 

brrdampak positif dan 

pemerintah dianggap 

mampu dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat. 
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No 
Peneliti 

(tahun) 
Judul 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2 Rian Kandra 

(2019) 

Pemberdayaan 

Pemerintah 

Desa Dalam 

Meningkatkan 

Ekonomi 

Masyarakat Di 

Desa 

Sukarimbun 

Kecamatan 

Ketambe 

Kabupaten 

Aceh Tenggara 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Hasil penelitian sebagai 

berikut: pemberdayaan 

pemerintah desa yang 

dilakukan oleh 

pemerintah sangat 

membantu masyarakat, 

hambatan yang dihadapi 

pemerintah desa dalam 

memberdayakan 

masyarakat adalah dana 

yang dimiliki masih 

tergolong rendah, dan 

lahan perkebunan yang 

langsung berbatasan 

dengan hutan membuat 

masyarakat tidak bisa 

menambah lahan 

perkebunan, dan 

tanggapan masyarakat 

terhadap pemberdayaan 

pemerintah desa, 

masyarakat merasa 

bersyukur atas adanya 

pemberdayaan 

pemerintah desa ini. 

3 Rena 

Maulidiana 

(2020) 

Strategi 

Pemerintah 

Desa Dalam 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Melalui 

Program Badan 

Usaha Milik 

Desa (Study 

Kasus Kredit 

Sahabat 

(Krabat) Desa 

Labuan Mapin 

Kecamatan 

Alas Barat 

Kabupaten 

Sumbawa 

Tahun 2017-

2018) 

Kualitatif 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara umum strategi 

pemerintah desa dan 

penyelenggara BUMDes 

di desa Labuan Mapin 

tidak berjalan optimal 

dikarenakan tidak adanya 

sosialisasi program 

kepada masyarakat, 

rendahnya kualitas SDM 

BUMDes Labuan Mapin.  

   Sumber: Penelitian Terdahulu 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, terdapat 

beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis.  

Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi, periode penelitian dan 

fokus penelitian. Disini penulis melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan 

Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, pada tahun 2021 

dan fokus penelitiannya di Strategi Pemerintah Desa dama membangun 

perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru. 

 

B. Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah 

ilmu dan seni menggunakan sumber daya untuk melaksanakan 

kebijaksanaan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, 

strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya 

dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi 

mencapai sasaran.
8
 

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang 

akan hendak dicapai. Strategi merupakan sebuah rangkaian yang terpadu 

dan terkoordinasi dari komitmen dan tindakan yang dirancang untuk 

mengeksplotasi kompetensi utama dan meraih keunggulan kompetitif.
9
 

                                                             
8
 Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam (Yogyakarta: C.V 

Andi Offset, 2012), h. 15. 
9
 Mochamad Ammar Faruq, Penyusunan Strategi Bisnis dan Strategi Operasi Usaha 

Kecil dan Menengah pada Perusahaan Konveksi Scissors di Surabaya, Jurnal Manajemen Teori 

dan Terapan, Tahun 7, No. 3, (2014), h.176. 
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Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian strategi. 

Pendapat pertama yaitu Steiner dan milner yang menyebutkan bahwa 

strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sarana organisasi 

dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan 

kebijakan dan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran 

utama organisasi akan tercapai.
10

 Sedangkan pendapat yang kedua yaitu 

Them Udian Kenichi Ohmae yang mendefinisikan strategi sebagai cara 

dimana perusahaan berusaha membedakan dirinya secara positif dari 

pesaingnya, menggunakan kekuatannya untuk lebih memuaskan 

kebutuhan pelanggannya.
11

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa 

strategi adalah sebuah ilmu atau cara oleh seseorang atau sekelompok 

orang untuk mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan dengan 

menggunakan kekuatan atau kemampuan sumber daya yang dimiliki. 

Dalam perekonomian, strategi digunakan untuk mendapatkan keuntungan 

bagi pihak produsen. Sedangkan di bidang politik strategi digunakan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan seperti pemilu. Maka dari itu, 

kesimpulannya adalah strategi merupakan cara seseorang atau kelompok 

untuk memperoleh dan mencapai sesuatu. 

2. Fungsi Strategi 

Menurut Assauri dalam Umar Fungsi dari strategi pada dasarnya 

adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan 

                                                             
10

 Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan 

Pengukuran Kinerja, (Jakarta Barat: Indeks Permata Puri Media, 2013), edisi 2, h. 61-62. 
11

 Lantip Diat Prasejo, Manajemen Strategi, (Yogyakarta:UNY Press,2018), h. 3. 
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secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan 

secara simultan, yaitu: 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada 

orang lain. 

b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan 

organisasi dengan peluang dari lingkungannya. 

c. Memanfaatkan atau mengekploitasi keberhasilan atau kesuksesan yang 

didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. 

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih 

baik banyak dari yang digunakan sekarang. 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas 

organisasi ke depan. 

f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang 

waktu.
12

 

3. Tipe-Tipe Strategi 

Menurut salusu dan Raymond young, menawarkan satu defenisi 

yang lebih sederhana, yaitu: “Strategi ialah suatu seni menggunakan 

kecakapan dan sumberdaya suatu oraganisasi untuk mencapai sasarannya 

melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang 

paling menguntungkan”.  

                                                             
12

 Rena Maulidiana, “Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Study Kasus Kredit Sahabat (krabat) 

Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)”, (disertasi: 

Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), h. 19-20. 
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Tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh kotten dan salusu, kotten 

membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya 

adalah: 

a. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)  

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai 

dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan 

diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa. 

b. Strategi Program (Program Strategy) 

Strategi ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi-

implikasi strategi dari suatu program tertentu. Adapun aspek-aspek 

yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah Apakah strategi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan akan memberikan dampak positif baik 

terhadap masyarakat. 

c. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) 

Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang 

memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan. 

Adapun aspek-aspek yang dilihat dari strategi sumber daya ini adalah: 

Sarana dan Prasarana, Sumber daya manusia, dan Sumber daya 

finansial. 

d. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy) 

Dalam strategi kelembagaaan ini, fokus dari strategi institutional 

ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan 

inisiati-inisiatif strategi.
13

 

                                                             
13

 Ibid, h. 21-22. 
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4. Faktor-faktor Strategi 

Kesadaran bagi setiap orang baik sebagai individu maupun 

kelompok organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi bisnis 

tentang bagaimana tujuan yang akan dicapai akan berubah. Suatu usaha 

untuk mencapai tujuan tersebut dan sesuai usaha-usaha yang mengarahkan 

pada penyampaian yang di sebut strategi. Suatu strategi yang efektif dan 

jelas menggerakkan organisasi pada tujuannya, sehingga harus 

memperhatikan faktor-faktornya sebagai berikut: 

a. Lingkungan 

lingkungan tentunya tak selalu berada pada kondisi dan selalu 

berubah. Perubahan yang terjadi berpengaruh sangat luas kepada 

segala sendi kehidupan manusia, sebagai individu setiap masyarakat 

tidak hanya kepada cara berfikir tetapi juga dengan tingkah laku, 

keabsahan, kebutuhan dan pandangan hidup. 

b. lingkungan organisasi 

lingkungan organisasi yang meliputi segala sumber daya dan 

kebijakan organisasi yang ada. 

c. Kepemimpinan 

Kepemimpinan yakni seorang pemimpin adalah orang yang 

tertinggi dalam mengambil keputusan.
14

 

 

 

 

                                                             
14

 Doni Hendro, “Strategi Yayasan yatim piaatu miftahul Ulum way Halim Permai dalam 

Pembinaan Kemadirian Anak Asuh”, (Disertasi: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Raden Intan lampung, 2008), h. 22. 
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C. Pemerintah Desa 

1. Pengertian Pemerintah Desa 

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa 

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) pemerintah desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama 

lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa.  

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005, desa atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

berada di kabupaten/kota dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa 

dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa 

dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  
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Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Jumlah penduduk  

b. Luas wilayah 

c. Bagian wilayah kerja  

d. Perangkat desa dan  

e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan
15

 

Kesimpulan pengertian di atas pemerintah desa merupakan 

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik 

Indonesia. 

2. Fungsi Pemerintahan 

Menurut Nurul Aini secara umum fungsi pemerintahan mencakup 

tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah, adapun tiga fungsi tersebut yaitu sebagai 

berikut:  

a. Fungsi Pengaturan 

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan 

perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam 

masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan 

peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. 

                                                             
15

 Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa 
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Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga 

mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di 

daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih 

khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. 

b. Fungsi Pelayanan 

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu terletak pada 

kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup 

urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter 

dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup 

pelayanan publik (Public Service) dan Pelayanan sipil (Civil Service) 

yang menghargai kesetaraan. 

c. Fungsi Pemberdayaan 

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, 

fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan 

kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna 

melaksanakan urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah 

daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Kebijakan pemerintah 

pusat dan daerah, dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi 

masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan 

pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan 

ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan 

demikian partisipasi masyarakat didaerah dapat ditingkatkan, dan 
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segala kepentingan-kepentingan masyarakat diperhatikan baik dalam 

peraturan maupun dalam tindakan nyata suatu pemerintah.
16

 

3. Peran Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut pakar ekonomi Islam Prof. Ataul Huq Pramanik, 

mengatakan bahwa ada beberapa peran pemerintah menurut perspektif 

ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut: 

a. Developmental Role (Peran Pembangunan) 

Peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah 

melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari 

pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dengan 

kata lain pemerintah adalah “eksekutor pembangunan” yaitu 

pemerintah sebagai upaya untuk mentransformasi kondisi masyarakat 

ke arah yang lebih baik dan lebih produktif, untuk itu pemerintah harus 

mempunyai arah dan tujuan serta kebijakan pembangunan yang jelas. 

b. Walfare Role (Peran Kesejahteraan) 

Peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara 

materiil maupun spiritual. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin 

untuk meminimalisir angka kemiskinan, baik kemiskinan materil 

maupun kemiskinan spiritual dan terlebih lagi kemiskinan absolut. 

Masyarakat yang berada pada kemiskinan absolut adalah kelompok 

terlemah yang memerlukan pembelaan khusus dari pemerintah.
17

 

                                                             
16

 Apridar, Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), h. 19-21. 
17

 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Op. Cit, h. 108-110. 
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D. Pembangunan Ekonomi 

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti 

perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan 

perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam 

jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala 

bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini 

bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi 

(institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun 

informal.
18

 Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu 

usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka 

meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan 

peran serta masyarakat, pemeritah, dan semua elemen yang terdapat dalam 

suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. 

Menurut Drs. Joko Untoro, pembangunan merupakan pertumbuhan 

ekonomi yang diikuti oleh perubahan di dalam struktur ekonomi dan pola 

kegiatan ekonomi ataupun upaya menaikkan pendapatan per kapita. 

Sedangkan menurut Benny H. Hoed, pembangunan dapat diartikan setiap 

upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari 

ketertinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat.
19
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 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), h. 12. 
19
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http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/. Diakses pada tanggal 
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2. Prinsip Pembangunan Ekonomi Desa 

Berdasarkan KBBI, desa adalah satu kesatuan wilayah uang dihuni 

oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yaitu kepala 

desa. Tujuan dari adanya ekonomi desa adalah untuk menciptakan 

lingkungan desa yang lebih maju. Berikut adalah prinsip pembangunan 

ekonomi desa menurut Rahardjo Adisasmita. 

a. Partisipasi 

Masyarakat desa harus berperan aktif untuk meningkatkan 

perekonomian desa. Tanpa partisipasi dari masyarakat, desa akan tetap 

pada keadaan sebelumnya dan tidak ada kemajuan sama sekali. 

b. Keterbukaan 

Dalam pengelolaan ekonomi desa, tentunya harus ada 

keterbukaan atau tranparansi agar program perekonomian berjalan 

lancar. Keterbukaan ini meliputi pengelolaan pembangunan, pemilihan 

kader, pelaksanaan program, pendanaan dan lain sebagainya. 

c. Bertanggungjawab 

Proses perencanaan program perekonomian desa harus bisa 

dipertanggungjawabkan dalam artian tidak terjadi penyimpangan. 

Dalam memilih pelaksana program, warga desa harus memilih yang 

benar-benar bertanggung jawab serta berkompeten untuk mengurus 

program desa. Nantinya dengan memilih pelaksana yang sesuai, hasil 

akhirnya akan terlihat. 
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d. Berkelanjutan 

Sebuah program peningkatan ekonomi desa yang sudah 

dirancang harus dapat berlangsung secara terus menerus atau 

berkelanjutan. Maka dari itu, unsur desa harus membuat program 

peningkatan ekonomi desa yang memiliki jangka waktu panjang. 

Dengan merancang program yang memiliki waktu panjang, kegiatan 

masyarakat desa di bidang ekonomi akan terus berlanjut kapan saja. 

e. Bermanfaat bagi masyarakat 

Sasaran pembangunan ekonomi harus sesuai agar hasilnya 

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Misalnya produk 

pengolahan potensi wisata di suatu desa. Warga desa tersebut tentunya 

bisa merasakan manfaat dari adanya potensi wisata yang ada di desa 

tersebut.
20

 

3. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam 

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. 

Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal 

dari Ibn Khaldun dan Shah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada 

periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang 

menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut 

ras, kebangsaan atau warna kulit, tetapi manusia dilihat hanya dari 

pengakuan manusia pada keesaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada 

kehendak dan bimbingan-Nya. Misi manusia menjadi pengabdi bagi 
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 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pendesaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet 

Ke-1, Edisi 1, h. 75. 
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penciptanya, sementara ibadah dan pengabdian pada sang pencipta 

menjadi tujuan hidup manusia. Karena islam bersifat menyeluruh, ibadah 

juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat 

dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan 

pentunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi 

dibangun secara bersamaan.
21

 

Dalam persepektif islam, pembangunan didasarkan pada lima 

pondasi filosofis yaitu tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyyah, khilafah, 

tazkiyyah an-nas dan al-falah. Kelima pondasi filosofis tersebut 

merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam islam dan berasal dari 

dua sumber utama islam, yakni Al-Qur‟an dan Sunnah. Menurut paradigm 

islam, kelima fondasi ini menjadi syarat pembangunan yang diperlukan 

dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut: 

a. Tauhid Uluhiyyah, yaitu percaya pada kemahatunggalan Tuhan dan 

semua yang dialam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam 

konteks upaya pembangunan manusia harus sadar bahwa semua 

sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh 

dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Manusia hanyalah 

penerima amanat atas segala sumberdaya yang disediakan dan harus 

mengupayakan agar manfaat dapat dibagikan secara merata kepada 

semua makhluk hidup. 

                                                             
21

 Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan, 

(Jakarta: Erlangga, 2010), h. 22-23. 



26 

 

 

b. Tauhid Rububiyyah, yaitu percaya bahwa Tuhan yang menentukan 

keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja 

yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya 

pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan 

pembangunan tidak hanya bergantung pada upaya sendiri, tetapi juga 

pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. 

c. Khilafah, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di 

samping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan 

kepada-Nya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung 

jawabnya sebagai pemberi teladan kepada sesama manusia. 

d. Tazkiyyah an-nas, yaitu merujuk pada pertumbuhan dan penyucian 

manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia 

menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia 

adalah agen perubahan dan pembangunan (agent of change and 

development). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apapun 

yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan 

orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi. 

e. Al-Falah, yaitu konsep keberhasilan dalam islam bahwa keberhasilan 

apapun yang dicapai dikehidupan dunia akan mempengaruhi 

keberhasilan di akhirat, sepanjang keberhasilan semasa hidup di dunia 

tidak menyalahi petunjuk yang ditetapkan. Oleh karena itu tidak ada 

perbedaan antara upaya-upaya bagi pembangunan didunia maupun 

persiapan bagi kehidupan di akhirat.
22

 

                                                             
22

 Ibid, h. 23-24. 



27 

 

 

Pembangunan dalam kerangka islam ditemukan pada pola nilai 

(value pattern) yang melekat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. Kedua sumber 

tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya 

pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan 

pembangunan, tujuan dan proses pembuatan keputusan pada semua level. 

Hal yang menjadi fokus utama bagai pembangunan adalah manusia. Proses 

pembangunan apapun harus dimulai dari pembangunan moral, spiritual, 

fisik dan sosial ekonominya. Manusia adalah agen perubahan yang aktif 

dan yang akan bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan 

hidupnya, baik di kehidupan dunia maupun diakhirat kelak. Oleh karena 

itu, pembangunan dalam islam mengandung arti tidak hanya sebagai 

proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi 

kelembagaan dan struktural atau pencapain keseimbangan ekologis. Semua 

itu hanyalah alat yang diperlukan bagi pembangunan manusia lebih lanjut, 

dalam islam menekankan pada aspek moral serta mempunyai aqidah yang 

baik. Titik berat pendekatan islam pada pembangunan spiritual, moral dan 

etika yang telah melekat dalam proses pembangunan. 

Tujuan pembangunan dalam perspektif islam adalah tercapainya 

kesuksesan di akhirat. Menurut Allah sukses adalah bila kita selamat dari 

neraka dan masuk ke dalam surga. Dalam Al-Qur‟an, orang-orang yang 

sukses disebut orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus (QS. Al- 

Mu‟minum 23: 9-11) sebagai berikut:  
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Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka 

itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan 

mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal didalamnya”.
23

 
 

Ada lima tahapan utama yang harus dilalui agar tujuan akhir proses 

pembangunan, yaitu tercapainya sukses di akhirat terpenuhi. Kelima 

tahapan tersebut adalah pertama, tahapan persiapan kualitatif, aspek 

kualitatif bersumber dari manusia. Dalam Al-Qur‟an, manusia 

diumpamakan sebagai sebuah pohon (Q.S Ibrahim 14: 24-26). Akar, 

batang dan buah merupakan akidah, syariat dan muamalat. Dengan akidah 

yang baik, manusia akan mampu melaksanakan syariat dengan baik, yang 

akhirnya tercermin pada muamalat. Sebaliknya, manusia dengan akidah 

yang buruk pada akhirnya berdampak pada bentuk muamalat yang buruk 

pula. Dalam sebuah sistem, muamalat yang buruk tercermin pada hasil 

pembangunan yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, 

ketimpangan distribusi pendapatan dan kerusakan lingkungan yang sangat 

berbahaya bagi keberlangsungan proses pembangunan.  

Allah berfirman dalam surat Ibrahim 14: 24-26 sebagai berikut: 
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Artinya: “Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 

akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu 

memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin 

Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 

untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan 

kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah 

dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat 

tetap (tegak) sedikitpun.
24

 
 

Tahapan kedua adalah peran dan kedudukan manusia dalam sebuah 

sistem. Pada tahap ini, status manusia tidak hanya dipandang sebagai 

individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat sebagai sistem dalam 

kehidupan sehari-hari. Tahapan ketiga yakni terciptanya keuntungan 

kualitatif dan kuantitatif, misalnya kekayaan alam, keuntungan teknologi, 

keuntungan sosial-ekonomi, kepuasan spiritual dan moral dan sebagainya. 

Tahapan keempat yakni utilitas hasil-hasil pembangunan bagi proses 

pembangunan berikutnya. Penekanan islam pada manusia ditujukan untuk 

menjaga terjadinya keharmonisan atas hasil-hasil pembangunan diantara 

mereka, yakni dengan terjadinya distribusi hasil-hasil pembangunan secara 

merata atas penggunaan faktor-faktor produksi mereka. Islam juga 

menekankan pada upaya keberlangsungan proses pembangunan pada 

generasi berikutnya. Tahapan kelima yakni pembangunan yaitu tercapainya 

kesuksesan di akhirat.
25
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4. Prinsip-prinsip Ekonomi Pembangunan dalam Perspekstif Islam 

Islam sebagai rahmatan lil alamin, akan memperkuat Negara dengan 

berbagai usaha dan penghasilan halal. Sesuai dengan syariat Tuhan Yang 

Maha Esa. Demikian pula cara islam dalam menangani kemiskinan, 

pengangguran dan kesenjangan dilakukan dengan cara halal dan dukungan 

syariat. Rasulallah Saw memberi isyarat untuk berbagai masalah dunia yang 

berubah dan berkembang setiap saat. Karena itu siapapun yang menjadi 

pelaku pembangunan atau pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk 

berkreasi dan berinovasi, sepanjang sesuai syariat. Dalam membangun 

ekonomi, pemerintah mempunyai landasan atau prisip sebagai berikut:  

a. Kepemilikan 

Dalam hal kepemilikan, ekonomi pembangunan dalam perspektif 

islam, membagi menjadi tiga macam kepemilikan yaitu: 

1) Kepemilikan Individual Kepemilikan ini, dihargai dan dihormati 

oleh semua orang sehingga siapapun, akan merasa aman, tentram 

dan sejahtera dengan kepemilikannya. 

2) Kepemilikan Umum Dalam menyikapi anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa, dalam hal ini semua sumber daya alam, manusia 

mensyukurinya sebagai milik bersama. Misalnya sumber daya air, 

sumber daya rumput (pohon) dan sumber daya api (bahan bakar) 

sebagai milik bersama. 

3) Kepemilikan Negara Sumber pendapatan Negara adalah untuk 

Negara. Dan Negaralah yang mengatur pemanfaatannya untuk 
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keperluan keamanan dan ketertiban Negara termasuk semua fasilitas 

yang menyangkut kesejahteraan bersama. Siapapun yang mengelola 

Negara adalah mengemban amanah dari sang pencipta sebagai 

khalifah dan khilafah yang adil dan bermanfaat. 

b. Menghidupkan Tanah yang Mati (Lahan Terlantar) 

Salah satu ciri Negara yang berkembang atau Negara miskin 

adalah kepemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara 

kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. 

Konsep ekonomi islam dalam hal kepemilikan tanah mati adalah 

menjadi kewajiban bagi pemiliknya untuk menghidupkan tanah yang 

mati. Apabila sang pemilik tidak mau memanfaatkannya dalam jangka 

panjang, maka harus memberikan kesempatan kepada rakyat yang 

membutuhkan. 

c. Menghemat Sumber Daya 

Pada dasarnya Ekonomi islam, sangat mengutamakan perilaku 

hemat, baik dalam konsumsi, maupun didalam proses produksi. Dengan 

berlaku hemat didalam proses produksi, maka tingkat efisiensi tertentu 

dapat dicapai dan peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. 

Dengan berlaku hemat pada aspek konsumsi, maka akan tercapai 

kepuasan yang optimal. Artinya seorang konsumen hanya akan 

mencapai kepuasan optimal (keseimbangan) jika tidak berlaku boros 

(mubazir) dan tidak kikir pula. 
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d. Menghindari Sistem Ribawi 

Sesuai perkembangan dunia bisnis, mata uang kadang berubah 

menjadi komoditi dagang. Akibatnya uang beranak uang. Padahal dalam 

prinsip ekonomi islam, uang tidak menghasilkan uang, melainkan uang 

menghasilkan barang, dengan kegiatan halal secara syariah. Sedangkan 

sistem ribawi yang selama ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga 

keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan bank-bank tertentu 

khususnya bank konvensional mempunyai status subhat, sampai 

haram.
26

  

 

E. Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Ekonomi Syariah 

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu 

Economy. Sementara kata Economy itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu Oikonomike yang berarti pengelolaan rumah tangga.
27

 Sedangkan 

hukum syariah merupakan hukum integral yang meliputi aspek vertikal 

dalam kaitannya dengan Tuhan, dan aspek horizontal yang berkenaan 

dengan sesama dan lingkungan.
28

 Dengan demikian dapat diartikan 

ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan  dengan nilai-

nilai keagamaan yang dalam hal ini berkaitan dengan agama Islam. 
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Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai Islam. 

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam 

kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi syariah 

adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang Muslim dalam suatu 

masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.
29

 

 Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan 

nilai-nilai dasar islam.
30

 Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa 

ekonomi islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari‟ah 

yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh dan menggunakan 

sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat 

dijalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.
31

 

2. Prinsip Ekonomi Syariah 

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu:  

a. Prinsip Tauhidi 

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah 

bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah 

yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap 
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Aswaja Pressindo, 2014), h.155. 
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melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati 

bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu 

bersama kita. Kalau pemahaman ini terbentuk dalam setiap pelaku 

muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, 

dan sesuai tuntunan syariah. Allah SWT berfirman: 

                    

                       

                          

 

Artinya:   Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam 

masa kemudian Dia bersemayam di atas „Arsy. Dia 

mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang 

keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa 

yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja 

kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan. (Al-Hadid, 57: 4). 
 

b. Prinsip Halal 

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan 

harus suci zatnya, sesuai dengan Firman Allah dalam Alqur‟an: 

                          

      

Artinya:  Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 

kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 

(Al-Maidah, 5: 88). 
 

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian 

bahwa zat pada benda yang di transaksikan harus halal dan cara 
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memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan 

demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah 

terhadap benda yang haram secara zatnya dan tidak dibenarkan 

melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara 

yang tidak sah. 

c. Prinsip Mashlahah 

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum 

tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan 

manusia dalam rangka mencapai tujuan syara‟, yaitu memelihara 

agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip ini sejalan 

dengan tujuan syariat (maqashid syariah) yakni mendatangkan 

kemaslahatan dan menghindari kemudaratan pada setiap transaksi 

yang dilakukan, sesuai dengan kaidah. 

d. Prinsip Mubah 

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam 

adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan 

manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh 

selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. 

e. Prinsip Manfaat 

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik 

manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. 

Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan 

mendatangkan kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan 
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orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan. 

Allah SWT berfirman: 

                           

 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah 

saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. 

(Al-Isra‟, 17: 27) 
 

f. Prinsip Kerelaan 

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan 

sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau 

keralaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi 

karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain. 

Allah SWT berfirman: 

                       

                     

       

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu. (An-Nisa‟, 4: 29). 
 

g. Prinsip Tolong Menolong 

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa 

membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong- 
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menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. 

Allah SWT berfirman: 

                       

                             

                  

                     

                      

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan 

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; 

mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi 

apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah 

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu 

kaum karena mereka menghalang-halangimu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksaan-Nya. (Al- Maidah, 5: 2). 
 

h. Sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah 

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melukan transaksi 

harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan 

pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum 

yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang 

tidak sah. Allah SWT berfirman: 
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Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 

Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-

Nisa‟, 4: 59).
32

 
 
 

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah 

Terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi syariah 

dengan lainnya, yaitu: 

a. Adl 

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. 

Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan 

utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan, sering kali diletakkan 

sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. 

b. Khilafah 

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai 

pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan 

Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah 

untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. 

                                                             
32

 Rustam Effendi, dkk, Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi 

Syariah. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No.1, (2018), h.115. 
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c. Takaful 

Jaminan masyarakat (takaful) merupakan bantuan yang 

diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau 

masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja 

bersifat material, melainkan juga bersifat nonmateri.
33

 

                                                             
33

 Ibid. h. 116. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk pengamatan untuk 

memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek yaitu berupa kata-kata 

tertulis dan lisan dari orang-orang yang dapat diamati atau diteliti. Secara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif 

biasanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
34

 

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian tentang 

ucapan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang 

utuh dan menyeluruh dan juga untuk memahami kondisi suatu konteks dengan 

mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret 

kondisi dalam suatu konteks alami tentang apa yang sebenarnya terjadi 

menurut apa adanya dilapangan. Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk 

mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yaitu data yang 

sebenarnya dan data yang pasti.
35

 

Pendekatan ini adalah deskriptif, pendekatan yang dilakukan dengan 

cara pengamatan langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan seperti kata-kata (naskah wawancara), gambar, dokumen resmi dan 

catatan lapangan, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

                                                             
34

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), h.4-6. 
35

  Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 20. 
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terhadap apa yang sudah teliti. Tujuan pendekatan deskriptif adalah untuk 

menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk 

mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial. Dengan pendekatan deskriptif peneliti akan mendapat data berupa kata-

kata, gambar dan lainnya. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.  

Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tata Usaha 

Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Pemerintah Daerah Kampung 

Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perumusan pada 

kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu menjadi sasaran 

penelitian. Objek pada penelitian ini adalah Strategi Pemerintah dalam 

membangun perekonomian masyarakat di Kampung Jatibaru Kecamatan 

Bungaraya Kabupaten Siak. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di laksanakan di lingkungan Pemerintahan 

Daerah Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Adapun 

yang menjadi alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena 

masih banyaknya fenomena-fenomena yang membahas tentang perkembangan 

ekonomi masyarakat. 
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D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian.
36

 Yaitu: 

1. Informan Utama 

Informasi penelitian diperoleh dari Kepala Desa 1 orang, Sekretaris 

Desa 1 orang, Tata usaha Desa 3 orang, Kepala Urusan 2 orang, dan 

Kepala Dusun 4 orang. 

2. Informan Pelengkap 

Informasi penelitian diperoleh dari masyarakat di lingkungan 

pemerintah daerah Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak 

sebanyak 4 orang. 

Dari informan diatas maka jumlah informannya terdiri dari 15 orang 

yaitu informan utamanya berjumlah 11 orang dan informan pelengkapnya 4 

orang.  

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang di olah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta. Dalam penelitian ini jenis 

dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
37

 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi 

penelitian, melalui wawancara mendalam kepada informan penelitian dan 

pengamatan langsung di kantor pemerintahan kampung jatibaru. 

                                                             
36

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 85. 
37

 Syofian Siregar, Statistic Parametik untuk Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.37. 
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2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan didapatkan di kantor 

pemerintahan kampung jatibaru yang dapat berupa dokumen-dokumen 

yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur-

literatur dan lain-lain. 

3. Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan 

terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah:
38

 

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
39

 cara 

pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung kelapangan terhadap 

objek yang diteliti, pengamatan secara langsung di kantor pemerintahan 

kampung jatibaru. 

2. Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga mendapatkan informasi 

dan data-data secara detail. Wawancara ini dilakukan antara pihak desa yang 

diwakili oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jatibaru dengan penulis. 

Wawancara ini juga dilakukan antara Kepala Dusun 1, kepala dusun 2, kepala 

dusun 3, dan kepala dusun 4 sebagai perwakilan setiap dusun yang ada di 

Kampung Jatibaru dilakukan secara langsung mengenai data yang penulis 

perlukan dalam penelitian. Daftar pertanyaan wawancara dijelaskan di tabel 

berikut: 

                                                             
38

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h.83. 
39

 Burhan Bungin, Penelitian Kulaitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2 h. 115 



44 

 

 

Tabel III.1 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1 Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung 

Jatibaru? 

2 
Bagaimana peran atau upaya yang dilakukan pemerintah desa 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung 

Jatibaru? 

3 Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam 

pembangunan ekonomi? 

4 Bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung 

Jatibaru? 

5 Apakah ada sosialisasi atau pelatihan yang diberikan oleh 

pemerintah desa untuk mendukung peningkatan perekonomian 

masyarakat? 

6 Apakah ada dana khusus yang digunakan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru? 

7 Apakah ada bantuan dari pemerintah desa yang diberikan kepada 

masyarakat untuk meningkatkan perekonomian? 

8 Apakah ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam upaya 

meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru? 

 

3. Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat 

memberikan informasi. Contohnya dokumen yang berbentuk tulisan yaitu 

catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh 

dokumen yang berbentuk photo yakni gambar, sketsa dan lain-lain.
40

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

peristiwa pada masa sekarang. 

                                                             
40

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet VI h. 82 
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2. Analisis kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang 

dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang 

melingkupi sebuah objek penelitian.
41

 

Jadi, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan 

peneliti yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan 

data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang 

lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah 

yang diteliti. 

H. Metode Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai 

berikut: 

1. Induktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian 

dianalisa dan diuraikan secara umum. 

2. Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan 

tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus 

3. Deskriptif yaitu menggunakan pengumpulan data dan keterangan 

kemudian dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang 

dikehendaki dalam penelitian ini.
42

 

                                                             
41

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: Jejak 

Publisher, 2018), h. 236. 
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 135. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kampung 

Jatibaru mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini 

bisa dilihat dari beberapa potensi unggulan kelompok masyarakat sebagai 

kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Kampung Jatibaru yang ada dapat memberikan sebuah nilai tambah bagi 

masyarakat. 

2. Strategi yang dilakukan pemerintah desa ini bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru sehingga masyarakat 

Kampung Jatibaru dapat menjadi masyarakat yang mandiri. 

3. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi petumbuhan ekonomi, diantaranya: sumberdaya yang dapat 

dikelola (invistible resources); Sumberdaya manusia (human resources); 

Wirausaha (entrepreneurship); dan Teknologi (technology). Hal ini sesuai 

dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Jatibaru dalam 

upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 

B. Saran 

 

1. Kepada pemerintah disarankan agar lebih memperhatikan dan 

menggalakan upaya peningkatan perekonomian masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mandiri secara ekonomi  dan diharap bagi pemerintah 
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desa agar selalu memantau pekerjaan masyarakatnya terutama yang dapat 

mengembangkan potensi alam yang ada di Kampung Jatibaru. 

2. Bagi pemerintah desa diharapkan lebih mengembangkan program-progam 

yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan juga mengembangkan segala potensi yang terdapat di 

Kampung Jatibaru agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

3. Kepada masyarakat Kampung Jatibaru disarankan agar tidak hanya 

mengandalkan bantuan dari pemerintah, melainkan juga melakukan usaha-

usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.
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LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 

 

 

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Jatibaru? 

2. Bagaimana peran atau upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jatibaru? 

3. Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam 

pembangunan ekonomi? 

4. Bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Jatibaru? 

5. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa 

untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat? 

6. Apakah ada dana khusus yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat Kampung Jatibaru? 

7. Apakah ada bantuan dari pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat 

untuk meningkatkan perekonomian? 

8. Apakah ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam upaya meningkatkan 

perekonomian masyarakat kampung jatibaru? 
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